
1. Undang-Unctang Nomor 28 J ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang B,ersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepqtisme 
{Lembaran Negara Republik lndonesia.Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

2. Undang-Und,ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanqan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan temberao Negar~ Republik lndonesla Nomor 42~6 ); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 6 Peraturan Daerah KaQupaten Konawe Utara Nomor T ahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Konawa Utara T ahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara 
tentang Penjj:lbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawa Utara Tahun Anggaran 2020. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud catarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penj$aran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4938 ); 

7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 

8. Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340). 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155). 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norn or 13 T ahun 2006 T entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019; 

27. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019; 



1. Pendapatan Rp 937,071,753,054.00 

2. Belanja Rp 968, 149,684,054.00 

3. Pembiayaan Rp 
a. Penerimaan Rp 34,077,931,000.00 

b. Pengeluaran Rp 3,000,000,000.00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dijabarkan dengan rincian sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 



Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah yang ditetapkan didalam Peraturan Bupati ini, lampiran I, lampiran II, 
lampiran Ill dan lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal5 

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran Ill dan Lampiran IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian 
vane tidak ternisahkan dari Peraturan Buoati ini. 

Pasal4 

(1) Oaftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, secara rinci tercantum pada Lampiran Ill Peraturan Bupati ini; 
(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial secara rinci tercantum pada Lampiran IV Peraturan 

Bupati ini; 

Pasal3 

1 Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

2 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal2 



SERITA DAERAH KASUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR: B,I~ 

H. RUK:SAMIN 

( 

H. MARTAYA 

Diundangkan di : Wanggudu 
Pada tanqqal : BO Desember 2019 
SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di : Wanggudu 
Pada tanggal : 30 Desember 2019 
BUPATJ KONAWE UTARA 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Perat,uran Supati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Konawe Utara. 

Pasal6 


